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TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa berdasarkan kelentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 lebih lanjut Rincian dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati,

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Megara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomaor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan LembaranMNegara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Momor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569),




Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Betribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara
Republik indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang MNomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang_undang Nomor 18 Tahun 1897
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 MNomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
MNomor 4048);

Undang-Undang Momor 21 Tahun 1937 tentang Bea
Peralehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Momor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 3688);

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Megara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Knolusi dan Mepotisme (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1999 MNomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4286);

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004  tentang
Parbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun o004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-Undang Momaor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor &6,

Tambahan  Lembaran Megara  Republik Indonesia
Nomor 4400);

10,Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

11,

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomaor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Claerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001
Mormor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

14.Peraturan Pemerintah MNomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4139);

15.Peraturan  Pemerintah  Momor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 90, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momar  4418),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah NMomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712},

16.Peraturan Pemerintah MNomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502},

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi FPemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 48, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangd
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Megara

Republik Indonesia Nomor 4574);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momaor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dasrah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 138, Tambahan Lembaran
Megara Republik indonesia Nomaor 4576},

21, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4577);



22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4578);

23 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penyerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4585);

o4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 HNomor 165, Tambahan MNegara Republik
Indonesia Nomor 4592);

25.Peraturan Pemerintah MNomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Momor 4614);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/®ota (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 4347);

27.Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Momor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28.Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 30 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 685 Tahun 2007
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Peranggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nomor 33 Tahun 2001
tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomar 15 Seri D);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);



-

Menetapkan

32 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 13 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomar 13);

33 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupatan Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun2011 Nomor 4},

34 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Caerah Kabupaten Bekasi

Tahun 2009 Nomor B},

35 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2010
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2010 Nomor 5);

36.Peraturan Daerah Nomor &5 Tahun 2011 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomaor 3)

37.Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah
Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomaor 25}

38. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 258.671.098.123,00
b. Dana Perimbangan Rp.1.147.007.089.045,00
¢. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 329.581.235.577.00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.735.259.432.745,00



2. Belanja
a Belanja Tidak Langsung

1} Belanja Pegawai Rp. 735.080.171.878,00
2) Belanja Hibah Rp. 100.803.372.645,00
%) Belanja Bantuan Sosial Rp. 55.554.715.700,00
&) Belanja Bagi Hasil Rp. 18.850.990.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 42.868.136.000,00
B) Belanja Tidak Terduga Rp 349.952.100,00

Ap. 953.507.338.323,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 57.044.256.512,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 299.040.675.655,00
3) Belanja Modal Rp. 381.280.243.010.00
Rp. 747.375.175.177,00

Jumiah Belanja Bp.1.700.882.513.500,00

Surplus/{Defisit) Rp. 34.376.919.245,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 478.992.551.878.00
b. Pengeluaran Rp. 14.800.000.000.00

Jumiah Pembiayaan Neto Bp. 464.192.551.87V8.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 498.569.471.123,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasl anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati Bekasi ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
taringi lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3
tercantum dalam lampiran || Peraturan Bupati Bekasi ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang fidak terpisabkan dari Peraturan Bupati Bekasi ini,



Pasal 6
Feraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan F'arah.lrap
Bupati Bekasi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 7 September 2011
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